PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 8/26/PBI/2006
TENTANG

BANK PERKREDITAN RAKYAT

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasidak
mendukung perkembangan usaha yang bersifat dir

diperlukan perbankan nasional yang tangguh darefis

b. bahwa sebagai bagian dari perbankan nasional, kalgaan
Bank Perkreditan Rakyat perlu diperkuat untuk menisan
industri yang sehat, kuat, produktif dan berdayiagsagar
mampu meningkatkan pelayanan kepada masyar
khususnya usaha mikro dan kecil,

c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk
mengatur kembali ketentuan kelembagaan Bank Petdred

Rakyat dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat: ...




Mengingat:

Menetapkan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 NMomo
31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaiman
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tah@8 19

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 NMomo

182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tal999
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang N8&mor
Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu
2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG BANK
PERKREDITAN RAKYAT.

BAB I ...



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksudale:

1.

Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebBRBadalah Bank
Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Passaika 4 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaitelah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang kswmtakan

kegiatan usaha secara konvensional.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah, yang selanjutngabdit BPRS, adalah
Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud d&asal 1 angka 4
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbamskd®@agaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahuf8,19ang

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan pringialsya

Bank Umum adalah Bank Umum sebagaimana dimaksudndBisal 1
angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentandpaRkan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nbdndahun 1998,
yang melakukan kegiatan usaha secara konvensi@améhtdu berdasarkan

prinsip syariah;

Kantor Cabang adalah kantor BPR yang secara laggdsemanggungjawab
kepada kantor pusat BPR yang bersangkutan, dengaratatempat usaha

yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukahanya.

5. Kantor ...




5. Kantor Kas adalah kantor BPR yang melakukan pekayakas, tidak
termasuk pemberian kredit, dalam rangka membantuokainduknya,
dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kafasr tersebut

melakukan usahanya.

6. Kegiatan Kas di Luar Kantor adalah kegiatan pelaparkas kepada

masyarakat, antara lain:

a. Kas Mobil atau Kas Terapung yaitu kegiatan kas demgenggunakan

alat transportasi darat atau air;

b. Payment Point yaitu kegiatan pelayanan pembayaran melalui

kerjasama antara BPR dan pihak lain;

c. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yaitu kegiatan kas ypdilakukan
dengan menggunakan peralatan elektronik untuk malrkah
nasabah melakukan transaksi perbankan antara ésarigan tunai,
pemindahbukuan, dan memperoleh informasi mengealaio satau

mutasi rekening nasabah.
7. Direksi:

a. bagi BPR berbentuk hukum Perseroan Terbatas, addiagksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undasang Nomor

1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

b. bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daerah, addlahksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-UndamgomN5
Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;

C. bagi....



c. bagi BPR berbentuk hukum Koperasi, adalah pengsebsgaimana
dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 nrdl992
tentang Perkoperasian.

8. Komisaris:

a. bagi BPR berbentuk hukum Perseroan Terbatas, adalahsaris
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undashang Nomor
1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

b. bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daerah, agedabawas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-UndamgomN5

Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;

c. bagi BPR berbentuk hukum Koperasi, adalah pengaebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 nr&l992

tentang Perkoperasian.

9. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang mempunyaiggreh terhadap
kebijakan dan operasional BPR atau perusahaanatdanbertanggung

jawab langsung kepada Direksi, antara lain pemiriaintor Cabang.

10. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukumamgaordan/atau

kelompok usaha yang:

a. memiliki saham perusahaan atau BPR sebesar 25% (dua pma
perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang ulkkdn dan

mempunyai hak suara; atau

b. memiliki....




b. memiliki saham perusahaan atau BPR kurang dari 2%% gdluh lima
perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan dampunyai hak
suara namun dapat dibuktikan telah melakukan peladiam BPR, baik

secara langsung maupun tidak langsung.

11. Lembaga Sertifikasi Profesi, yang selanjutnya disdlembaga Sertifikasi,
adalah lembaga yang mengatur dan menetapkan skstetifikasi bagi
anggota dan calon anggota Direksi BPR, telah memeparsyaratan
minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan nikirakreditasi dari

instansi yang berwenang.

Pasal 2
Bentuk badan hukum BPR dapat berupa :
a. Perseroan Terbatas;
b. Koperasi; atau

c. Perusahaan Daerah.

BAB I
PENDIRIAN BPR
Pasal 3

(1) BPR hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatahaislengan izin Bank

Indonesia.

(2) BPR....



(2) BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh:

a. warga negara Indonesia;

b.

badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warggara

Indonesia;

Pemerintah Daerah; atau

. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalaof Auhuruf b dan

huruf c.

Pasal 4

(1) Modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan paBedikit sebesar:

a.

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), bagi BP&hg didirikan di

wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), bagi BPRgyaidirikan di
ibukota Provinsi di pulau Jawa dan Bali dan di valla Kabupaten atau
Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi BRRRg didirikan di
ibukota Provinsi di luar pulau Jawa dan Bali danwdayah pulau
Jawa dan Bali di luar wilayah sebagaimana diseblgnd huruf a dan
huruf b;

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bagi BRRg didirikan di
wilayah lain di luar wilayah sebagaimana disebuawhehuruf a, huruf
b dan huruf c.

(2) Modal....




(2) Modal disetor bagi BPR yang berbentuk hukum Kopeadalah simpanan
pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana did&lam Undang-

Undang tentang Perkoperasian.

(3) Paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari alodisetor BPR waijib
digunakan untuk modal kerja.

BAB |1
PERIZINAN BPR
Bagian Pertama
Umum
Pasal 5

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam PassalaB (1) dilakukan dalam

dua tahap:

a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk metakupersiapan pendirian
BPR;

b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakolkkegiatan usaha BPR
setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam hwselesai dilakukan.

Bagian....



Bagian Kedua
Persetujuan Prinsip
Pasal 6

(1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinisggaenana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf a diajukan paling sedikit adebrang calon pemilik

kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan dilampiri:

a. rancangan akta pendirian badan hukum, termasulamgaa anggaran

dasar yang paling sedikit memuat:
1. nama dan tempat kedudukan;
2. kegiatan usaha sebagai BPR;
3. permodalan;

4. kepemilikan; dan

5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anDgetesi serta

dewan Komisaris;
b. data kepemilikan berupa:

1. daftar calon pemegang saham berikut rincian beaamgsing-
masing kepemilikan saham, bagi BPR yang berbentukurh

Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah;

2. daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpamekok dan
simpanan wajib serta daftar hibah, bagi BPR yamgdmuk hukum
Koperasi;

c. daftar....
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c. daftar calon anggota Direksi dan dewan Komisaiggrthi dengan:
1. pasfoto terakhir ukuran 4x6 cm;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masihdler]
3. riwayat hidup;

4. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidakgbemelakukan
tindakan tercela di bidang perbankan, keuanganudaha lainnya
dan/atau tidak pernah dihukum karena terbukti nudak tindak
pidana kejahatan dan/atau tidak sedang dalam masgepaan
sanksi untuk dilarang menjadi pengurus BPR, BPRfatiau Bank
Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan mengemdliaip@

kemampuan dan kepatutdrt &nd proper test) BPR;

5. surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang
bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit daraktiggernah
menjadi pemegang saham, anggota direksi atau d&wamsaris
yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu penseéimztakan
pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam gnghkktu 5

(lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
6. contoh tandatangan dan paraf;

7. fotokopi ijazah D-3 atau Sarjana Muda atau trapskilai telah
menyelesaikan 110 SKS dalam pendidikan S-1 yarepalilsasi

oleh lembaga yang berwenang, bagi calon anggoek$&hr



10.

11.

12.

13.

14.
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surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tEmpekerja
sebelumnya mengenai pengalaman operasional di didan

perbankan, bagi calon anggota Direksi yang telapdmgalaman;

surat keterangan telah mengikuti magang palingksingelama 3
(tiga) bulan di BPR, bagi calon anggota Direksi gabpelum
berpengalaman, yang ditandatangani oleh anggotek&irBPR

dimana calon anggota Direksi dimaksud mengikutianag

sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi, bagion anggota

Direksi;

surat keterangan atau bukti tertulis mengenai pangm di bidang
perbankan dari bank tempat bekerja sebelumnya, balypn
anggota dewan Komisaris yang telah berpengalaman,;

surat keterangan atau bukti tertulis dari instafasig berwenang
dan/atau lembaga pendidikan mengenai pendidikanbidiang
perbankan yang pernah diikuti, bagi calon anggotwath

Komisaris yang belum berpengalaman;

surat pernyataan dari calon anggota Direksi bahvamngy
bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluargaga@hana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);

surat pernyataan dari calon anggota Direksi mesigessediaan
untuk tidak merangkap jabatan melebihi ketentudmag&mana

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2);
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15. surat pernyataan dari calon anggota dewan Komisaesgenai
kesediaan untuk tidak merangkap jabatan melebilienkean
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) @arfiddydan

16. surat pernyataan dari calon anggota dewWamisaris mengenai
kesediaan untuk mempresentasikan hasil pengawasdadap

BPR kepada Bank Indonesia;
d. rencana struktur organisasi dan jumlah personalia;

e. analisis atas potensi dan kelayakan pendirian ByRg meliputi

penilaian terhadap:
1. aspek demografi dan ekonomi wilayah;

2. jumlah dan pertumbuhan lembaga perbankan, termksukaga

keuangan mikro;

3. rencana kegiatan usaha yang mencakup sumber dana da
penyaluran dana serta langkah-langkah yang akakudtihtn dalam

mewujudkan rencana dimaksud;

4. proyeksi keuangan setiap bulan untuk tahun pertdama secara
tahunan untuk dua tahun berikutnya, sejak BPR m&kk

kegiatan operasional; dan
5. perencanaan sumber daya manusia;

f.  rencana sistem dan prosedur kerja;

g. bukti....
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g. bukti setoran modal paling sedikit 30% (tiga pulprseratus) dari
modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasab# (ay dalam
bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank Umum ridnesia, atas
nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia g.q. salahasgocalon
pemilik untuk pendirian BPR yang bersangkutan” @eng
mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hapga ditakukan
setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewabefhur Bank

Indonesia; dan

h. surat pernyataan dari calon pemegang saham bagyBR@Rberbentuk
hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daeraldaiacalon
anggota bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasiwhasetoran
modal sebagaimana dimaksud dalam huruf g:

1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pemtaaydalam bentuk
apapun dari bank dan/atau pihak lain, dan

2. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

(2) Daftar calon pemegang saham atau calon anggdtagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b:

a. dalam hal perorangan wajib dilampiri dengan:

1. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huarfgka 1

sampai dengan angka 5; dan

2. surat pernyataan dari calon Pemegang Saham Penhiggadg
menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitangoelan dan

likuiditas....
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likuiditas yang dihadapi BPR dalam menjalankan &esgi

usahanya;
dalam hal badan hukum wajib dilampiri dengan:

1. akta pendirian badan hukum, yang memuat anggarsear derikut
perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesdhan

instansi yang berwenang, kecuali bagi Pemerintardba

2. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huarfgka 1
sampai dengan angka 5, dari seluruh anggota Didksidewan
Komisaris badan hukum yang bersangkutan, kecualii bag

Pemerintah Daerah:;

3. daftar pemegang saham berikut rincian besarnyangramsasing
kepemilikan saham, bagi badan hukum Perseroan Berlkaau
susunan pengurus dan rekapitulasi simpanan pokoksidgpanan
wajib serta daftar hibah, bagi badan hukum Kopgrasi

4. laporan keuangan posisi akhir bulan sebelum tanggabajuan

permohonan persetujuan prinsip;

5. laporan keuangan badan hukum yang diaudit oleh #&kuPRublik
dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelunggtd
pengajuan permohonan persetujuan prinsip, bagi nodd&um
yang melakukan penyertaan sebesar Rp1.000.000000@#&tu
miliar rupiah) atau lebih, kecuali bagi Pemerintabherah;
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6. surat pernyataan dari pengurus badan hukum yangatakan
kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan lidamlitas
yang dihadapi BPR dalam menjalankan kegiatan ugahatalam
hal badan hukum tersebut merupakan calon Pemegahgnt
Pengendali BPR;

7. surat pernyataan dari Pemegang Saham Pengendalicalan
Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesadhéan
mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas ydihgdapi BPR
dalam menjalankan kegiatan usahanya, kecuali bagieRntah

Daerah:;

8. seluruh struktur kelompok usaha yang terkait deng®R dan
badan hukum pengendali BPR sampai dengan pemilékligr

(ultimate shareholder), kecuali bagi Pemerintah Daerah; dan

9. surat pernyataan dari pengurus badan hukum yangatakan
bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan inforsssra
benar dan lengkap mengenai struktur kelompok uB&ta sampai
dengan pemilik terakhir, dalam hal badan hukum etass

merupakan calon Pemegang Saham Pengendali BPR.

Pasal 7

(1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan peesetpiinsip diberikan
paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohobankut dokumen

yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.

(2) Dalam....




(2)

3)

1)

(2)

-16 -

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakdragaimana

dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;

b. penilaian kemampuan dan kepatutan melalui peneldministratif dan
wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengeadiath,anggota
Direksi dan dewan Komisaris, sesuai dengan ketantnengenai
penilaian kemampuan dan kepatutihad proper test) BPR; dan

c. penilaian terhadap analisis atas potensi dan Kedaypendirian BPR

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayapifizk-pihak yang
mengajukan permohonan pendirian BPR wajib melakukaesentasi
kepada Bank Indonesia mengenai analisis atas potirs kelayakan

pendirian BPR.

Pasal 8

Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasat (1) berlaku
untuk jangka waktu 360 (tiga ratus enam puluh) teahitung sejak tanggal
persetujuan prinsip diberikan, dan tidak dapatmbaejang.

Pihak yang mendapat persetujuan prinsip dilarantpkukan kegiatan

usaha sebelum mendapat izin usaha.

(3) Apabila....
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(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud @g@at (1) calon

pemilik BPR belum mengajukan permohonan izin uskbpada Bank
Indonesia maka persetujuan prinsip yang telah igerdinyatakan tidak
berlaku.

Bagian Ketiga
|zin Usaha

Pasal 9

Permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagauinaa&sud dalam Pasal

5 huruf b diajukan oleh Direksi BPR kepada Dewarb&nour Bank Indonesia

dan wajib dilampiri dengan:

a.

akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaraar ¢aslan hukum

yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
data kepemilikan berupa:

1. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya nigrsasing
kepemilikan saham bagi BPR yang berbentuk hukuneRear Terbatas
atau Perusahaan Daerah; atau

2. daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan fokian simpanan
wajib serta daftar hibah bagi BPR yang berbentlduhuKoperasi,

yang masing-masing disertai dengan dokumen sebagaindimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan

c. daftar....
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daftar susunan calon anggota Direksi dan dewan $&aisi disertai dengan
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayauidf)c, dalam hal
terjadi perubahan;

susunan organisasi serta sistem dan prosedur Kemaasuk susunan

personalia;

bukti pelunasan modal disetor sebagaimana dimakialamin Pasal 4 ayat
(1), dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada IBamum di Indonesia
atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia q.q. ssdalnang pemilik
untuk pendirian BPR yang bersangkutan” dengan nmtnokan

keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakségatah mendapat

persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Irecta)

surat pernyataan dari pemegang saham bagi BPR yahgriiuk hukum
Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah ataandgdta bagi BPR
yang berbentuk hukum Koperasi, bahwa setoran magblagaimana
dimaksud dalam huruf e:

1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pemtaayaalam bentuk
apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan

2. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian udag;
bukti kesiapan operasional, yang paling sedikit caénp:
1. daftar aktiva tetap dan inventaris;

2. bukti penguasaan gedung kantor berupa bukti kepamil atau
perjanjian sewa-menyewa gedung kantor yang didukoiedy bukti

kepemilikan dari pihak yang menyewakan;
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3. foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
4. contoh formulir/warkat yang akan digunakan untu&ragional BPR,;

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 10

(1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izimaus@erikan paling
lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan bemlakumen yang

dipersyaratkan diterima secara lengkap.

(2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakdragaimana
dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:

a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokuhaen;

b. penilaian kemampuan dan kepatutan yang meliputi elgem
administratif dan wawancara terhadap calon Pemeg&atpam
Pengendali, calon anggota Direksi dan dewan Komis&suai dengan
ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepgfittand proper
test) BPR, dalam hal terdapat penggantian atas calowy yhajukan
sebelumnya.

Pasal 11

(1) BPR yang telah mendapat izin usaha dari Bank Inslaneajib melakukan
kegiatan usaha paling lambat 60 (enam puluh) hdritteng sejak tanggal

izin usaha diberikan.

(2) Kegiatan....
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(2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat gjl) dilaporkan
kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepululr) $ejak tanggal
dimulainya kegiatan usaha, dengan melampirkan T&adtar Perusahaan.

(3) Dalam hal BPR belum melakukan kegiatan usaha datargka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin usaha tela diberikan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

BPR yang telah mendapat izin usaha dari Dewan Gub&ank Indonesia wajib
mencantumkan bentuk badan hukum dan kata “BankrétBtan Rakyat” atau

disingkat “BPR” di depan nama BPR, sesuai deng@ggaman dasar BPR.

BAB IV
KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN MODAL BPR
Pasal 13

(1) Kepemilikan BPR oleh badan hukum sebagaimana dindatalam Pasal 3
ayat (2) huruf b paling tinggi sebesar modal sermbBrsih badan hukum
yang bersangkutan dan tidak melebihi jumlah yargerenankan bagi
badan hukum tersebut sesuai dengan ketentuan hysugrberlaku.

(2) Modal....
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(2) Modal sendiri bersih sebagaimana dimaksud pada(dyaterupakan:

a. penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laldarahgi
penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum Perséredratas atau

Perusahaan Daerah;

b. penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajilbathi modal
penyertaan, dana cadangan dan sisa hasil usahamjkipenyertaan

dan kerugian, bagi badan hukum Koperasi;

c. penjumlahan sumbangan atau bantuan yang tidak kangiakaf, dan
hibah yang tidak bertentangan dengan anggaran daséatau peraturan

perundangan yang berlaku, bagi badan hukum yayasan.

Pasal 14
Sumber dana untuk kepemilikan BPR dilarang:

a. berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaaanddbentuk apapun dari
bank dan/atau pihak lain, kecuali berasal dari Amgg Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD); dan

b. berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

Pasal 15
(1) Yangdapat menjadi pemilik BPR adalah pihak-pihakg;

a. tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang diranenjadi
pemegang saham dan/atau pengurus BPR, BPRS dab#atkwumum

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Badnésia.

b. menurut....




(2)

1)

(2)

22 .

b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutaamiliki

integritas, antara lain:

1. memiliki akhlak dan moral yang baik;

2. bersedia mematuhi peraturan perundang-undanganbgatadu; dan
3. bersedia mengembangkan operasional BPR secara sehat

Bagi Pemegang Saham Pengendali, selain wajib memeémientuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib memepersyaratan
kelayakan keuangan sesuai dengan ketentuan mengaeerilaian

kemampuan dan kepatutdrt &nd proper test) BPR.

Pasal 16

Perubahan kepemilikan karena pengalihan saham yaeggakibatkan
perubahan dan/atau mengakibatkan terjadinya Pemgeg&aham
Pengendali BPR, wajib mendapat persetujuan Banlknlesia terlebih
dahulu dan tunduk kepada tata cara penggantiamatdanfpenambahan
pemilik BPR yang diatur dalam peraturan perundamggmgan yang

berlaku.

Permohonan persetujuan perubahan kepemilikan setega dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesiaggaderdilampiri
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayair{if)b dan huruf c

angka 1 sampai dengan angka 5.

(3) Persetujuan....
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(3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan perublay@emilikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paddindpat 30 (tiga
puluh) hari sejak permohonan berikut dokumen vyafmgerdyaratkan

diterima secara lengkap.

(4) BPR wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegangrbateas Rapat
Anggota untuk mengesahkan perubahan kepemilikanags@mana
dimaksud pada ayat (3), paling lambat 90 (sembpatuh) hari sejak
tanggal persetujuan Bank Indonesia.

(5) Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat ot#angg
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapdediggarakan dalam
waktu yang ditentukan, persetujuan Bank Indonediagaimana dimaksud

pada ayat (2) dinyatakan tidak berlaku.

(6) Pelaksanaan perubahan kepemilikan sebagaimana slithggada ayat (4)
wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling land@ (sepuluh) hari

setelah perubahan, dengan dilampiri:

a. bukti penyetoran;

b. risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggot
c. perubahan anggaran dasar yang telah dinotariilkan;

d. bukti pelaporan perubahan anggaran dasar sebaganimaaksud pada

huruf ¢ kepada instansi yang berwenang;

e. surat pernyataan dari pemegang saham sebagaimama&sdid dalam

Pasal 6 ayat (1) huruf h; dan

f. daftar....



1)

(2)

3)

(4)
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f. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya ngwmsasing
kepemilikan saham, bagi BPR yang berbentuk hukumsepfean
Terbatas atau Perusahaan Daerah, atau daftar aniggokut jumlah
simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftahhibagi BPR yang

berbentuk hukum Koperasi.

Pasal 17

Penggantian dan/atau penambahan pemilik yang tichekgakibatkan
perubahan Pemegang Saham Pengendali BPR, wajibbiteriahulu

mendapatkan persetujuan Bank Indonesia.

Permohonan penggantian dan/atau penambahan pesellagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Banknksla dengan
dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Basgadt (1) huruf b

dan huruf c angka 1 sampai dengan angka 5.

Persetujuan atas rencan@enggantian dan/atau penambahan pemilik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pddntat 30 (tiga
puluh) hari sejak permohonan berikut dokumen yamgerdyaratkan

diterima secara lengkap.

BPR wajib menyelenggarakan Rapat Umum PemeganghSateu Rapat
Anggota untuk mengesahkan penggantian dan/ataumbatan pemilik
yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonebiagsémana dimaksud
pada ayat (3), paling lambat 90 (sembilan puluhji Isajak tanggal

persetujuan Bank Indonesia.

(5) Dalam....
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(5) Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat oangg
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapatedggmrakan dalam
waktu yang ditentukan, persetujuan Bank Indonesiagaimana dimaksud

pada ayat (3) dinyatakan tidak berlaku.

(6) Penggantian dan/atau penambahan pemilik sebagaichameksud pada
ayat (3) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesiangdambat 10 (sepuluh)
hari sejak pelaksanaan penggantian dan/atau pehamb@engan dilampiri
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 gyat (6

Pasal 18

(1) Perubahan komposisi kepemilikan BPR yang tidak mahgtkan
penggantian dan/atau penambahan Pemegang Saharaen@alnhgwvajib
dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat s€pyluh) hari sejak
perubahan dilakukan.

(2) Perubahan komposisi kepemilikan sebagaimana dirdaksula ayat (1)
yang diakibatkan oleh penambahan modal disetopatikan kepada Bank
Indonesia dengan dilampiri dokumen sebagaimanakduehdalam Pasal
16 ayat (6).

(3) Perubahan komposisi kepemilikan sebagaimana dirdakswa ayat (1)
yang tidak diakibatkan oleh perubahan modal diséitaporkan kepada
Bank Indonesia dengan dilampiri dokumen sebagaindmaksud dalam
Pasal 16 ayat (6) huruf b, huruf ¢, huruf d daruhtir

Pasal 19....
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Pasal 19

Penambahan modal disetor yang tidak mengakibatlembphan komposisi
kepemilikan BPR wajib dilaporkan kepada Bank Ind@angmling lambat 10
(sepuluh) hari sejak penambahan modal disetor demi@mpiri dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6).

Pasal 20

(1) Jumlah modal disetor BPR setelah perubahan kepramilsebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayafa(?Pasal 19 wajib
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam4agat (3).

(2) Dalam rangka menjaga kecukupan modal kerja sebagairdanaksud
dalam Pasal 4 ayat (3), BPR wajib menjaga agarghnaktiva tetap dan
inventaris paling banyak sebesar 50% (lima pululsgratus) dari modal

disetor.

Pasal 21

(1) Perubahan modal dasar wajib dilaporkan kepada Badé&nesia paling
lambat 10 (sepuluh) hari sejak BPR menerima sugeggpujuan perubahan

anggaran dasar dari instansi yang berwenang, diedgmgan:
a. risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Angigot

b. perubahan anggaran dasar yang disetujui oleh sistang berwenang.

(2) BPR....
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(2) BPR wajib mengadministrasikan dengan tertib:

a. daftar pemegang saham dan perubahannya, bagi BRER berbentuk

hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah;

b. buku daftar anggota dan perubahannya, bagi BPR ymerhentuk
hukum Koperasi.

BAB V
ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS
DAN PEJABAT EKSEKUTIF
Pasal 22
(1) Anggota Direksi dan dewan Komisaris wajib memermseérsyaratan:
a. kompetensi;
b. integritas; dan
C. reputasi keuangan

(2) Persyaratan kompetensi bagi anggota Dewan Komiss@ismgaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi gbeting sedikit 50%
(lima puluh perseratus) anggota Dewan Komisaris ferpengetahuan

dan/atau pengalaman di bidang perbankan.

(3) Pemenuhan persyaratan bagi anggota Direksi dan ndek@misaris
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakaaisengan ketentuan

mengenai penilaian kemampuan dan kepatudtaanf proper test) BPR.

Pasal 23....
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Pasal 23
(1) Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 (duamg.

(2) Anggota Direksi wajib memiliki pendidikan formal padj rendah setingkat
D-3 atau Sarjana Muda atau telah menyelesaikamgakdikit 110 SKS
dalam pendidikan S-1.

(3) Paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) darigang Direksi:

a. wajib memiliki pengalaman sebagai pejabat di bidamgrasional

perbankan paling singkat selama 2 (dua) tahun, atau

b. telah mengikuti magang paling singkat selama 3ajtigulan di BPR
dan memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sikdisi, pada saat

diajukan sebagai calon anggota Direksi.

Pasal 24

Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusatari Lembaga Sertifikasi.

Pasal 25
(1) Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluadgamgan:

a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai gortara, anak,
mertua, menantu, suami, istri, saudara kandungipsaudan/atau

b. anggota dewan Komisaris dalam hubungan sebagaipgdrem anak,

mertua, menantu, suami, istri atau saudara kandung.

(2) Anggota....




(2)

3)

1)

(2)

3)

(4)

®)

(6)
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Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagggota Direksi atau

Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusataa lembaga lain.

Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yeameggakibatkan

pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Pasal 26
Anggota dewan Komisaris paling sedikit berjumlafd@a) orang.

Paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) anggdéavan Komisaris
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memilikgpgahuan dan/atau

pengalaman di bidang perbankan.

Anggota dewan Komisaris hanya dapat merangkap gabatebagai
komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR atau BRRS |

Anggota dewan Komisaris dilarang merangkap jabatbagai anggota
Direksi pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.

Anggota dewan Komisaris wajib melakukan rapat dettamisaris secara
berkala, paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahu

Dalam hal diperlukan oleh Bank Indonesia, anggetaah Komisaris wajib

mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR.

Pasal 27

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggotakBiyelewan Komisaris dan

Pejabat Eksekutif dilarang mengambil keputusan.

Pasal 28....



1)

(2)

3)

(4)

-30 -

Pasal 28

Dalam hal terjadi perpanjangan masa jabatan danpaaggantian anggota
Direksi dan/atau dewan Komisaris, calon anggot@i3ir dan/atau dewan
Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Bankoiresia sebelum

diangkat dan menduduki jabatannya.

Permohonan perpanjangan masa jabatan anggota Ditehk&tau dewan
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waganghaikan oleh
anggota Direksi kepada Bank Indonesia sebelum Rdpaim Pemegang
Saham atau Rapat Anggota untuk mengesahkan pemganjanasa jabatan
dimaksud disertai dengan dokumen sebagaimana dihadkalam Pasal 6
ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 6adgka 13 sampai
dengan angka 16.

Permohonan penggantian anggota Direksi dan/atauardektomisaris
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaitah anggota
Direksi kepada Bank Indonesia sebelum Rapat UmumeBang Saham
atau Rapat Anggota untuk mengesahkan penggantraaksiid, disertai
dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasat §1layhuruf c

angka 1 sampai dengan angka 16.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan perganjanasa jabatan
dan/atau penggantian anggota Direksi dan/atau déwamsaris diberikan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohobankut dokumen yang

dipersyaratkan diterima secara lengkap.

(5) Dalam....




)

1)

(2)

3)

(4)
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Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakdragaimana
dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia melakukarigi@n sesuai dengan
ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepaffitaand proper
test) BPR.

Pasal 29

BPR wajib menyelenggarakan Rapat Umum PemeganghiSateu Rapat
Anggota untuk mengangkat anggota Direksi dan/atewad Komisaris
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tahgmersetujuan Bank

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2§1ayat

Pengangkatan anggota Direksi dan/atau dewan Kamsaiib dilaporkan
kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh)segak pengangkatan
disertai dengan risalah Rapat Umum Pemegang SataanRapat Anggota.

Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggjodgaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dengan pdrabaanggaran dasar
yang telah dinotariilkan, bukti pelaporan perubahaggaran dasar kepada

instansi yang berwenang dan susunan pengurus B&ghie

Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat o#angg
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedemgtplam waktu yang
ditentukan, persetujuan Bank Indonesia terhadapncahnggota Direksi
dan/atau dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dassal 28 ayat (1)

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30....



1)

(2)

3)
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Pasal 30

Pengangkatan Pejabat Eksekutif wajib dilaporkanallepBank Indonesia
paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pegkatan dengan
dilampiri:

a. surat pengangkatan, dan khusus bagi Pemimpin Cabs@&gai dengan

surat kuasa dari anggota Direksi BPR;
b. pasfoto terakhir ukuran 4x6 cm;
c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih dler]
d. riwayat hidup; dan
e. contoh tandatangan dan paratf.

Apabila berdasarkan penilaian dan penelitian Bam#tomhesia, Pejabat
Eksekutif termasuk dalam daftar orang-orang yanigrahg menjadi
pemegang saham, Pemegang Saham Pengendali, pendrejadbat
Eksekutif BPR, BPRS dan/atau Bank Umum maka BPR ibwaj
memberhentikan yang bersangkutan paling lambatti®d ouluh) hari

sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indanes

Pemberhentian Pejabat Eksekutif sebagaimana dimiagsda ayat (2)
wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling land@ (sepuluh) hari

sejak tanggal pemberhentian.

BAB VI....



1)

(2)

3)

(4)

1)
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BAB VI
PEMBUKAAN KANTOR BPR
Bagian Pertama
Pembukaan Kantor Cabang
Pasal 31

BPR hanya dapat membuka Kantor Cabang di wilayalifgi yang sama

dengan kantor pusatnya.

Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud padala hanya

dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.

Wilayah Daerah Khusus lbukota Jakarta dan Kabupat&mn Kota Bogor,
Depok, Tangerang, Bekasi dan Karawang ditetapkbagse satu wilayah
Provinsi untuk keperluan pembukaan Kantor Cabang.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfaka bagi
pembukaan Kantor Cabang BPR di dalam wilayah dioékebagai akibat

merger atau konsolidasi.

Pasal 32

BPR dapat mengajukan permohonan pembukaan KantoanQadengan
persyaratan sebagai berikut:

a. rencana pembukaan Kantor Cabang telah dicantumkiamdrencana
kerja tahunan BPR,;

b. selama....
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b. selama 12 (dua belas) bulan terakhir memiliki tingka&sehatan

tergolong sehat;

c. selama 3 (tiga) bulan terakhir memiliki rasio kelvanp penyediaan

modal minimum (CAR) paling sedikit 10% (sepuluhgszatus); dan
d. memiliki teknologi informasi yang memadai

(2) Setiap permohonan sebagaimana dimaksud pada aydtaflya dapat

digjukan untuk pembukaan 1 (satu) Kantor Cabang.

(3) Permohonan pembukaan Kantor Cabang berikutnya hdagat diajukan
paling cepat 3 (tiga) bulan setelah permohonangsetmana dimaksud pada
ayat (2) disetujui Bank Indonesia.

Pasal 33

Izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimakalaindPasal 31 ayat (2)

diberikan dalam 2 (dua) tahap:

a. persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang, ye#ttsetujuan untuk

melakukan persiapan pembukaan Kantor Cabang;

b. izin operasional Kantor Cabang, yaitu izin memblkator Cabang setelah

persiapan sebagaimana dimaksud pada huruf a seilesaikan.

Pasal 34

Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsifopkaan Kantor Cabang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a drajolkd BPR kepada Bank

Indonesia....
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Indonesia dengan dilampiri analisis atas potensi #elayakan pembukaan

Kantor Cabang, dengan merujuk kepada Pasal 6 Ryht(uf e.

1)

(2)

1)

(2)

Pasal 35

Persetujuan atau penolakan atas permohonan peesetuprinsip
pembukaan Kantor Cabang diberikan paling lambait@@ puluh) hari
sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyanatkgerima secara
lengkap.

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolalkdragaimana

dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:

a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokushaen;

b. penilaian terhadap analisis atas potensi dan Kekaygpembukaan

Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 36

Persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang sabagai dimaksud
dalam Pasal 33 huruf a berlaku selama 120 (sembas puluh) hari

terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip pemauakéantor Cabang.

Dalam hal BPR belum mengajukan permohonan izin eperal Kantor
Cabang kepada Bank Indonesia dalam jangka waktuiaga@hana
dimaksud pada ayat (1), persetujuan prinsip pendruk@antor Cabang
yang diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37....



1)

(2)

3)

1)

(2)

3)
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Pasal 37

Permohonan untuk memperoleh izin operasional Kantabang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b drajaledh BPR dengan
dilampiri bukti kesiapan operasional dalam rangkampukaan Kantor
Cabang.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan izimaspeal Kantor
Cabang diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) tsmjak permohonan

berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima seleargkap

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolalkdragaimana
dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukanelg@an atas

kesiapan operasional BPR dalam rangka pembukaatoK@abang.

Pasal 38

BPR yang memperoleh izin operasional Kantor Cabselgagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 huruf b wajib melakukanakag usaha pada
Kantor Cabang dimaksud paling lambat 30 (tiga puhdri sejak tanggal

izin diberikan.

Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang sebagaimaaksdiinpada ayat
(1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paliagbat 10 (sepuluh)
hari sejak tanggal pembukaan.

Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksuth @yat (1) BPR
belum melakukan kegiatan usaha pada Kantor Cabaingoperasional

Kantor Cabang yang telah diberikan dinyatakan tlekaku.

Bagian....



1)

(2)

1)

(2)

3)
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Bagian Kedua
Pembukaan Kantor Kas
Pasal 39

Pembukaan Kantor Kas hanya dapat dilakukan dalam wsalayah
Kabupaten atau Kota dengan kantor induknya.

BPR yang akan membuka Kantor Kas sebagaimana ditigdesda ayat (1)
wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. rencana pembukaan Kantor Kas telah dicantumkamdedacana kerja
tahunan BPR; dan

b. tingkat kesehatan selama 12 (dua belas) bulanhierpkling rendah
tergolong cukup sehat.

Pasal 40

BPR wajib mengajukan rencana pembukaan Kantor Kgmda Bank
Indonesia .

Bank Indonesia memberikan penegasan terhadap m@npambukaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambatig0 puluh) hari

sejak menerima rencana pembukaan Kantor Kas.

Pembukaan Kantor Kas wajib dilaksanakan paling En3® (tiga puluh)

hari sejak tanggal penegasan dari Bank Indonesia.

(4) Dalam....




4)

)

1)

(2)

3)

(4)
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Dalam hal BPR tidak melaksanakan pembukaan Kan#srdélam jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penepasalbukaan Kantor

Kas yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Pelaksanaan pembukaan Kantor Kas sebagaimana didnpksla ayat (3)
wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling latnlfa(sepuluh puluh)

hari sejak tanggal pembukaan.

Bagian Ketiga
Kegiatan Kas di Luar Kantor
Pasal 41

Kegiatan Kas di Luar Kantor dengan menggunakan Kebil, Kas
Terapung danPayment Point hanya dapat dilakukan dalam wilayah

Kabupaten atau Kota yang sama dengan kantor induknya

Kegiatan Kas di Luar Kantor dengan menggunakan ATydng
diselenggarakan sendiri oleh BPR hanya dapat dikudalam wilayah

Provinsi yang sama dengan kantor induknya.

Kegiatan Kas di Luar Kantor dengan menggunakan ATwlalui
kerjasama dengan bank umum dapat dilakukan samp@ai Wilayah

Provinsi tempat kedudukan kantor induknya.

Kegiatan Kas di Luar Kantor sebagaimana dimaksuth @gat (1), ayat (2)
dan ayat (3) wajib dilaporkan kepada Bank Indongsiing lambat 10

(sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan kegiatan.

(5) Kegiatan....
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(5) Kegiatan Kas di Luar Kantor dengan menggunakan A3@&bagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib mendaeasetujuan Bank

Indonesia.

(6) Rencana Kegiatan Kas di Luar Kantor sebagaimanaldind pada ayat
(1), ayat (2) dan (3) wajib dicantumkan dalam revackerja tahunan BPR.

Pasal 42

Laporan keuangan Kantor Kas dan Kegiatan Kas dir Lkiantor wajib

digabungkan dengan laporan keuangan kantor inddi& pari yang sama.

BAB VII
PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR
Pasal 43

Pemindahan alamat kantor pusat dgantor Cabang wajib memperoleh
persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 44
Pemberian izin pemindahan alamat kantor dilakuldard dua tahap :

a. persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor, yakwsetujuan untuk
melakukan persiapan pemindahan alamat kantor;

b. izin....



b.

1)

(2)

1)

(2)

- 40 -

izin efektif pemindahan alamat kantor, yaitu izin pindah alaraatdr setelah

persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a seilesakan.

Pasal 45

Persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor sebaga dimaksud
dalam Pasal 44 huruf a hanya diberlakukan baginahian alamat kantor

ke luar wilayah Kabupaten, Kota atau Provinsi.

Permohonan untuk mendapatkan persetujuan pringiindahan alamat
kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajlkepada Bank

Indonesia dengan dilampiri:

a. alasan pemindahan alamat kantor dan rencana pseagie atau

pengalihan tagihan dan kewajiban; dan

b. analisis atas potensi dan kelayakan pemindahanatleamtor, dengan

merujuk kepada Pasal 6 ayat (1) huruf e.

Pasal 46

Persetujuan atau penolakan atas permohonan peesetuprinsip
pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud ddaal 45 ayat (2)
diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sep#rmohonan berikut

dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolalkdragaimana

dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:

a. penelitian....
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(2)

3)
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a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokurmedagaimana

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a; dan

b. penilaian terhadap analisis atas potensi dan Kedaygpemindahan

alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasala4 %23 huruf b.

Pasal 47

Persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor sebaga dimaksud
dalam Pasal 44 huruf a berlaku untuk jangka wal@d (seratus delapan

puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuankBadonesia.

BPR dilarang melakukan pemindahan alamat kantols®b@endapat izin
efektif pemindahan alamat kantor sebagaimana dudhkiselam Pasal 44
huruf b.

Dalam hal BPR belum mengajukan permohonan izintéfpkmindahan
alamat kantor dalam jangka waktu sebagaimana dumaksda ayat (1),
persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor yaglght diberikan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Permohonan untuk mendapatkan izin efektif pemindaladeimat kantor

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b diajkdggada Bank Indonesia

dengan dilampiri:

a. bukti....



1)

(2)
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bukti pengumuman kepada masyarakat sebagaiman&slichaalam Pasal
49 ayat (1) dan bukti kesiapan kantor termasuknsamga, bagi BPR yang
akan melakukan pemindahan alamat kantor keluayahl&abupaten, Kota

atau Provinsi;

bukti pengumuman kepada masyarakat sebagaiman&slichaalam Pasal
49 ayat (1), alasan pemindahan alamat kantor, nenpanyelesaian atau
pengalihan tagihan dan kewajiban serta bukti kesiakantor termasuk
sarananya, bagi BPR yang akan melakukan pemindalaamatakantor

dalam satu Kabupaten atau Kota.

Pasal 49

BPR wajib mengumumkan kepada masyarakat di temp@diudukan BPR
dalam surat kabar harian lokal atau pada papanupangan di seluruh
kantor BPR yang bersangkutan mengenai rencana pahandalamat
kantor, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum gagrkan permohonan
izin efektif pemindahan alamat kantor sebagaimanakisud dalam Pasal

48 kepada Bank Indonesia.

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolatas permohonan
izin efektif pemindahan alamat kantor sebagaimanakisud dalam Pasal
48, Bank Indonesia melakukan penelitian atas kebendan kelengkapan

dokumen.

(3) Persetujuan....
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(3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izktifefeemindahan

(4)

)

(6)

1)

alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (Brikkn paling
lambat:

a. 30 (tiga puluh) hari bagi BPR yang akan melakukamipdahan alamat
kantor dalam 1 (satu) Kabupaten atau Kota; atau

b. 60 (enam puluh) hari bagi BPR yang akan melakukeamipdahan
alamat kantor keluar wilayah kabupaten, Kota atawiRsi,

sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyamatkterima secara
lengkap

Pemindahan alamat kantor dilaksanakan paling ladbdtiga puluh) hari

sejak tanggal izin efektif pemindahan alamat kad#sr Bank Indonesia.

Dalam hal BPR tidak melaksanakan pemindahan ald&aator dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat {@dgfektif pemindahan

alamat kantor yang telah diberikan dinyatakan tida#aku.

Pemindahan alamat kantor wajib dilaporkan kepad& Bastonesia paling
lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksarm@anindahan alamat
kantor.

Pasal 50

BPR wajib melaporkan rencana pemindahan alamatokakas kepada
Bank Indonesia dengan menjelaskan alasan peminddbhankesiapan

Kantor Kas.

(2) Pemindahan....
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(2) Pemindahan alamat Kantor Kas sebagaimana dimaksladgyat (1) hanya
dapat dilakukan setelah BPR memperoleh surat psaegdari Bank

Indonesia.

(3) Penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2kdibpaling lambat 15
(lima belas) hari sejak Bank Indonesia menerimaotap pemindahan

alamat Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1

(4) Pemindahan alamat Kantor Kas dilaporkan kepada Baihdnesia paling

lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pemindahan.

Pasal 51

BPR wajib melaporkan pemindahan Kegiatan Kas di Il{emtor berupa ATM
danPayment Point kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh)segk

tanggal pemindahan.

BAB VIII
PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK BADAN HUKUM
Bagian Pertama
Perubahan Nama

Pasal 52

(1) BPR yang telah memperoleh persetujuan perubahara rEm instansi

yang berwenang wajib mengajukan permohonan kepaak Bidonesia

mengenai ....



(2)

3)

(4)

)
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mengenai penetapan penggunaan izin usaha yangkdiBMR dengan

nama yang baru.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3kahapaling lambat

30 (tiga puluh) hari sejak persetujuan perubahamndan disertai dengan:
a. alasan perubahan nama; dan

b. akta perubahan anggaran dasar yang telah disetl@h instansi

berwenang.

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada(4ly Bank
Indonesia memberikan persetujuan tentang perubahara BPR paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen ditergaaara lengkap.

BPR wajib mengumumkan pelaksanaan perubahan namad&kep
masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau paplan pengumuman di
seluruh kantor BPR yang bersangkutan, paling laBBatdua puluh) hari

sejak tanggal persetujuan dari Bank Indonesia.

BPR wajib menyampaikan bukti pengumuman sdb@gea dimaksud pada
ayat (5) kepada Bank Indonesia, paling lambat Epukih) hari sejak
tanggal pengumuman.

Bagian....
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Bagian Kedua
Perubahan Bentuk Badan Hukum
Pasal 53

(1) Perubahan bentuk badan hukum dilakukan berdasankaraturan
perundang-undangan yang berlaku, dan hanya dajsdukian dengan

persetujuan Bank Indonesia.

(2) Pemberian persetujuan perubahan bentuk badan hBRIRnsebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam dua tahap:

a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk medaku persiapan

perubahan bentuk badan hukum BPR;

b. persetujuan pengalihan izin usaha, yaitu persatuyeng diberikan
untuk mengalihkan izin usaha dari badan hukum l&e@ada badan

hukum baru.

Pasal 54

(1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsipbglean bentuk
badan hukum BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasglb82) huruf a
diajukan kepada Bank Indonesia sebelum dilakukarpaRaumum
Pemegang Saham atau Rapat Anggota untuk memutys&arbahan

bentuk badan hukum BPR, dan wajib dilampiri dengan:
a. alasan perubahan bentuk badan hukum BPR;

b. rancangan akta pendirian badan hukum baru ternasydaran dasar;

C. rencana....




(2)

3)

(4)

()
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c. rencana pengalihan seluruh hak dan kewajiban caar hukum lama

kepada badan hukum baru;

d. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 aylaar{df)c angka 1

sampai dengan angka 16; dan
e. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasaltq1) huruf b.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan peesetuprinsip
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paéindpat 30 (tiga
puluh) hari sejak permohonan berikut dokumen vyafmgerdyaratkan

diterima secara lengkap.

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolalkdragaimana
dimaksud pada ayat (2) Bank Indonesia melakukan:

a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokushaen;

b. penilaian terhadap calon Pemegang Saham Pengendain anggota
Direksi dan/atau dewan Komisaris sesuai ketentuamgenai penilaian
kemampuan dan kepatutaint @nd proper test) BPR, dalam hal terjadi
penggantian atau perubahan.

Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada(2ydderlaku selama

180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggakpgtsan.

Dalam hal BPR tidak mengajukan permohonan pengalizan usaha
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dyatpérsetujuan
prinsip yang telah diberikan dinyatakan tidak barla

Pasal 55 ...
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Pasal 55

Permohonan untuk mengalihkan izin usaha BPR datamdaukum lama
kepada badan hukum baru sebagaimana dimaksud &asah 53 ayat (2)
huruf b, diajukan kepada Bank Indonesia dan wdijgmpiri dengan:

a. akta pendirian badan hukum baru termasuk anggaaaar d/ang telah

disahkan oleh instansi berwenang;

. daftar calon anggota dewan Komisaris dan Direkserdai dengan

dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 @hathuruf c

angka 1 sampai dengan angka 16, dalam hal tegadjgantian;

. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasalt@1) huruf b,

dalam hal terjadi perubahan;

. akta berita acara yang dinotarilkan mengenai péraga seluruh hak

dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badamhbaru; dan

. risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Andgutan

hukum lama yang menyetujui perubahan bentuk hukunmpéanbubaran

badan hukum lama.

(2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan pemgadidin usaha dari

3)

badan hukum lama kepada badan hukum baru dibep&bang lambat 30
(tiga puluh) hari sejak permohonan berikut dokuryang dipersyaratkan

diterima secara lengkap.

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolalkdragaimana

dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia melakukan:

a. penelitian ....




1)

(2)

3)
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a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokuhaen;

b. penilaian terhadap calon anggota Direksi dan/atewad Komisaris
dan/atau Pemegang Saham Pengendali sesuai ketentaagenai
penilaian kemampuan dan kepatutéih gnd proper test) BPR, dalam
hal terjadi penggantian atau perubahan.

Pasal 56
Pembubaran badan hukum lama hanya dapat dilakekelals:

a. Bank Indonesia memberikan persetujuan pengalihan izsaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) budain

b. pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badaminulama kepada
badan hukum baru dilaksanakan sesuai dengan akita becara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Quruf

Pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum BPR wajimumkan
kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal peda papan
pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkg@mg lambat 20
(dua puluh) hari sejak tanggal pemberian persetujlzai Bank Indonesia.

BPR wajib menyampaikan bukti pengumuman pdrababentuk badan
hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepadalBdanesia paling

lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengumuman.

BAB IX....



1)

(2)

3)

(4)

)
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BAB IX
PENUTUPAN KANTOR
Pasal 57

Penutupan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dgre@etujuan Bank

Indonesia.

Permohonan penutupan Kantor Cabang sebagaiman&slichgpada ayat
(1) diajukan kepada Bank Indonesia disertai dersgasan penutupan dan

penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabahpsieatapihak lain.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan penui(graor Cabang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paéingpat 15 (lima

belas) hari setelah:

a. permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkanrichée secara

lengkap; dan
b. berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh kewajidah tkselesaikan.

Penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada(By wajib
diumumkan kepada masyarakat dalam surat kabar hikah atau pada
papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bémtarg paling
lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal persetugamn Bank Indonesia,

sebelum penutupan.

Pelaksanaan penutupan Kantor Cabang yang telah apan@ersetujuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkapada Bank

Indonesia....



1)

(2)

3)

1)

(2)
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Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejakdgahpenutupan, disertali

dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pati@a

Pasal 58

Rencana penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Kas dr Kantor wajib
dilaporkan kepada Bank Indonesia disertai dengasaal penutupan paling

lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan.

BPR wajib mengumumkan rencana penutupan Kantor kas Kkgiatan
Kas di Luar Kantor kepada masyarakat dalam sutaarkharian lokal atau
pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yarsgriggkutan, paling

lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan peanitu

Pelaksanaan penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Kasatl Kantor BPR
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkapada Bank
Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejalggah penutupan disertai

dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud patié2a

Pasal 59

Penutupan sementara kantor pusat dan Kantor Cathiahgar hari libur

resmi wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia.

Permohonan penutupan kantor sementara sebagainmalksdd pada ayat
(1) diajukan dengan menyebutkan alasan penutupangka waktu
penutupan dan tanggal akan dibukanya kembali kataaksud.

(3) Persetujuan....
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(3) Persetujuan atau penolakan izin penutupan kantowersara diberikan

paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permohongeritha.

(4) BPR wajib mengumumkan rencana penutupan kantor rdanae kepada
masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau pagdan pengumuman di
seluruh kantor BPR yang bersangkutan paling lanifatsepuluh) hari

sebelum tanggal penutupan, sejak memperoleh perartBank Indonesia.

(5) BPR wajib menyampaikan bukti pengumuman penutu@ariok sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bankds@do paling lambat

3 (tiga) hari sejak tanggal pengumuman sebagairdanaksud pada ayat
(4).

(6) Penutupan kantor sementara sebagaimana dimaksacapatd(1) dilakukan
sebanyak-banyaknya 5 (lima) hari kerja dalam kumaktu 1 (satu) tahun
takwim.

(7) BPR wajib melaporkan pembukaan kembali kantor paliambat 10

(sepuluh) hari sejak tanggal pembukaan.

BAB X
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA
Pasal 60

(1) BPR dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi BRR@ad izin

Dewan Gubernur Bank Indonesia.

(2) Ketentuan....
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(2) Ketentuan mengenai pemberian izin perubahan kegiasaha dari BPR
menjadi BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (Idukukepada
Peraturan Bank Indonesia tentang BPR Berdasarkasif’Syariah.

BAB XI
PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN PELAPORAN
Pasal 61

(1) BPR dinyatakan terlambat menyampaikan laporan kEpatenyampaikan
laporan melampaui batas akhir penyampaian pelapoegapi belum
melampaui 30 (tiga puluh) hari sejak batas akhirypenpaian laporan.

(2) BPR dinyatakan tidak menyampaikan Ilaporan apabilalunb
menyampaikan laporan dalam kurun waktu keterlamba&bagaimana

dimaksud pada ayat (1).

BAB XII
SANK S
Pasal 62

(1) BPR yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayaP#&3al 12, Pasal 13
ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 1f7(&yaPasal 20, Pasal 21
ayat (2), Pasal 25 ayat (Pasal 26 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 27, Pasal 28
ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1glPdsayat (1), ayat (2) dan
ayat (5), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 ayat (8al B8 ayat (1), Pasal 50



(2)
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ayat (1) dan ayat (2), Pasal 52 ayat (1) dan @jaP@sal 53 ayat (1), Pasal
56 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 57 ayat (1) dah(dyaPasal 58 ayat (1) dan
ayat (2), Pasal 59 ayat (1), ayat (4) dan ayatd#&), Pasal 70 ayat (1) dan
ayat (4), dikenakan sanksi administratif sesuaigdenPasal 52 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaitelah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa:

a. teguran tertulis; dan/atau
b. penurunan nilai kredit dalam perhitungan tingkagekeatan.

BPR yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 ayaP#2al 16 ayat (6),

Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (1), Pasal 1%l Rasayat (1), Pasal 29
ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3), Pasalya8 (2), Pasal 40 ayat (5),
Pasal 41 ayat (4), Pasal 49 ayat (6), Pasal 50(dyaPasal 51, Pasal 56
ayat (3), Pasal 57 ayat (5), Pasal 58 ayat (3)R#emal 59 ayat (5) dan ayat
(7) dikenakan sanksi administratif sesuai dengamlP#s Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimitadeibah dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa:

a. teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayarssebp100.000,00
(seratus ribu rupiah) untuk setiap keterlambatgroran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1);

b. teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayarssebiep250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dalam hal BRRk menyampaikan
laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613yat (
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(3) Setiap pihak yang melanggar ketentuan dalam Pasgt31), Pasal 8 ayat

(2) dan Pasal 31 ayat (2) dapat dikenakan sanksinpi sesuai dengan
Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentasdpaRkan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang NtGridahun 1998.

Pasal 63

(1) BPR yang melanggar ketentuan pemenuhan modal disetara bertahap

(2)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) di&ensanksi sebagai

berikut:

a.
b.

C.

dilarang melakukan penyediaan dana baru;

menutup Kantor Cabang dan Kantor Kas;

menghentikan Kegiatan Kas di Luar Kantor;

menghentikan kegiatan usaha sebagai pedagang eainta(PVA), dan

wajib memindahkan alamat kantor ke wilayah yang a@eslengan
tahapan pemenuhan modal disetor sebagaimana dichaledam Pasal
69 ayat (1).

Pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada(lg huruf e

dikecualikan dari persyaratan menyampaikan angsiensi dan kelayakan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e

Pasal 64....
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Pasal 64

BPR yang melanggar ketentuan dalam Pasal 70 ayafa(2ayat (3) dikenakan

sanksi sebagai berikut:
a. menutup Kantor Cabang dan Kantor Kas,
b. menghentikan Kegiatan Kas di Luar Kantor, dan

c. menghentikan kegiatan usaha sebagai pedagang esiog(PVA).

Pasal 65

Anggota Direksi atau dewan Komisaris yang melanggéentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Pasal 24, P&say& (1), Pasal 30 ayat (2)
dan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3), dilarang mepjuagurus BPR.

Pasal 66

(1) Anggota Direksi atau dewan Komisaris yang melanggtentuan rangkap
jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 gydari2Pasal 26 ayat
(3) dan ayat (4) wajib melepaskan jabatan yang aildhgtkan terjadinya
rangkap jabatan, paling lambat 30 (tiga puluh) Is@jak tanggal surat

pemberitahuan dari Bank Indonesia.

(2) Anggota Direksi atau dewan Komisaris yang tidak meami kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mepgadjurus BPR.

Pasal 67....
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Pasal 67

(1) Anggota Direksi dan/atau dewan Komisaris yang dilgrmenjadi pengurus

(2)

3)

(4)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal @6(2Zyavajib
mengundurkan diri paling lambat 90 (sembilan pulbb)i sejak tanggal
surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.

Pihak-pihak yang dilarang menjadi anggota Direksin/dtau dewan
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ddamslakukan tugas
operasional BPR dan/atau kegiatan lain yang mengumgngaruh

signifikan terhadap kebijakan dan kondisi keuangaR.

Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada(hyaidak bersedia

mengundurkan diri maka:

a. BPR wajib menyelenggarakan Rapat Umum PemegangnSatau
Rapat Anggota dalam waktu paling lambat 90 (sembgaluh) hari
sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksulh ayat (1)

untuk memberhentikan yang bersangkutan;

b. Bank Indonesia tidak mengakui segala hubungan hukotara Bank
Indonesia dengan BPR yang diwakili oleh pihak-pihgkng
bersangkutan; dan

c. segala tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihakefent merupakan

tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.

Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat o#angg
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidpktdéiselenggarakan,

Bank Indonesia dapat menunjuk dan mengangkat patiggamentara

sampai ....



()

1)

(2)
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sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggoigangkat

pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.

Pemegang saham yang melanggar ketentuan sebagadimaedesud pada
ayat (3) huruf a, dapat dikenakan sanksi sesuagateirasal 50 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaitelah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB XIlII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 68

Persetujuan prinsip pendirian BPR yang telah diaeri oleh Bank
Indonesia namun belum memperoleh izin usaha padt lslakunya

Peraturan Bank Indonesia ini, dinyatakan tetapaklarl

Permohonan persetujuan prinsip untuk pendirian BRRrmohonan
pembukaan kantor, permohonan Kegiatan Kas di Luant&& dengan
menggunakan ATM, pemindahan alamat kantor, perubatema dan
bentuk badan hukum serta penutupan kantor yang thklgukan kepada
Bank Indonesia dan belum mendapat persetujuan @aolakan, akan
diselesaikan berdasarkan Peraturan Bank Indonmesia i

Pasal 69....



1)

(2)

1)
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Pasal 69

BPR yang belum memenuhi persyaratan modal disettyagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhinketsn dimaksud

sebagai berikut:

a. paling sedikit 40% (empat puluh perseratus) dardahaisetor pada
tanggal 31 Desember 2006;

b. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) daridalodisetor pada
tanggal 31 Desember 2008;

c. 100% (seratus perseratus) dari modal disetor @adtgal 31 Desember
2010.

BPR yang telah melakukan setoran modal secaranaimun belum
didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk ahgi&bn sebagai
modal disetor, dinyatakan telah memenuhi persyarateodal disetor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjangrtelipor kepada atau
meminta persetujuan/pengesahan dari instansi bengena

Pasal 70

BPR yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana sudakalam Pasal
12 wajib memenuhi ketentuan dimaksud paling lantbgenam) bulan

sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

(2) BPR....



(2)

3)

4)

1)

(2)
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BPR yang belum memiliki jumlah anggota Direksi sebagna dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memenuhi ketentusiakBud paling lambat
tanggal 31 Desember 2006.

BPR yang belum memiliki jumlah anggota dewan Konmsaebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) wajib memenurentaan dimaksud

paling lambat tanggal 31 Desember 2008.

Dalam hal jumlah anggota dewan Komisaris belum nmesneketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) gghirpat dewan
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 &yabe{fum dapat
dilaksanakan, anggota dewan Komisaris wajib melakukapat berkala
dengan Direksi paling sedikit 4 (empat) kali dalsetahun, dihitung mulai
tahun 2007.

Pasal 71

Anggota Direksi yang belum memenuhi pendidikan farsebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) wajib memenuheritean dimaksud

paling lambat pada tanggal 31 Desember 2008.

Pemenuhan kewajiban bagi calon anggota Direksikumemiliki sertifikat
kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Byau(uf c angka 10
diatur sebagai berikut:

a. setelah tanggal 31 Desember 2006, bagi paling iseditsatu) orang
calon anggota Direksi;

b. setelah tanggal 31 Desember 2008, bagi selurui eaiggota Direksi.

(3) Pemenuhan....




-B1 -

(3) Pemenuhan kewajiban bagi anggota Direksi untuk niemslertifikat

kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 de&ltagai berikut:

a. paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi wapbmiliki sertifikat

kelulusan paling lambat pada tanggal 31 Desemb@®;20

b. anggota Direksi lainnya wajib memiliki sertifikatelklusan paling

lambat pada tanggal 31 Desember 2008.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 72

Peraturan Bank Indonesia ini tidak diberlakukanilii@R eks Badan Kredit
Desa (BKD) yang didirikan berdasarkan Staatsblauumal 929 Nomor 357 dan
Rijksblad Tahun 1937 Nomor 9.

Pasal 73

Ketentuan pelaksanaan tentang BPR diatur lebiluti@®lam Surat Edaran Bank

Indonesia.

Pasal 74

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini nigd@aturan Bank
Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 tanggal 9 Agustus42@ntang Bank
Perkreditan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidalaker

(2) Ketentuan....
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(2) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia 6\&2/PBI/2004
tanggal 9 Agustus 2004 tentang BPR, sepanjang bddlentangan dengan
Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan tetap kerlsampai dengan

dicabut, diganti atau diperbaharui.

Pasal 75

Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sejak tandgetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 November 2006

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NONDR 87
DPBPR



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 8/26/PBI/2006
TENTANG

BANK PERKREDITAN RAKYAT

UMUM

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasgaralmendukung
perkembangan usaha yang bersifat dinamis, diperlpkabankan nasional yang
tangguh, termasuk industri Bank Perkreditan Ralggaig sehat, kuat, produktif
dan memiliki daya saing agar mampu melayani makgaréerutama pengusaha

mikro dan kecil.

Sejalan dengan visi perbankan nasional untuk memcagtem perbankan
yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan lk&stasistem keuangan maka
kelembagaan industri Bank Perkreditan Rakyat peiperkuat, antara lain pada

aspek permodalan dan aspek kompetensi anggotaattananggota Direksi.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan fungsi ineghi@si Bank
Perkreditan Rakyat melalui perluasan jaringan kanketentuan pembukaan
Kantor Cabang perlu direlaksasi dengan tetap medmagikan prinsip kehati-
hatian berupa kemampuan permodalan dan aspek kaftayssahaféasbility
study).

PASAL ....



PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Pemberian izin kegiatan usaha dilakukan dengan tkspn Gubernur

Bank Indonesia.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari alatisetor BPR
digunakan untuk modal kerja, setelah dikurangi didglam rangka
pendirian dan mempersiapkan operasional BPR, afdarsbiaya
pendirian dan beli/sewa tempat usaha.
Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6 ...



Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a

Di depan nama BPR dicantumkan bentuk badan hukum dan
kata “Bank Perkreditan Rakyat” atau disingkat BPR.

Contoh : PT BPR XYZ
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6...



Angka 6

Cukup jelas.
Angka 7

Cukup jelas.
Angka 8

Cukup jelas.
Angka 9

Cukup jelas.
Angka 10

Cukup jelas.
Angka 11

Cukup jelas.
Angka 12

Cukup jelas.
Angka 13

Cukup jelas.
Angka 14

Ketentuan ini dimaksudkan agar anggota Direksi
tidak melakukan kegiatan yang dapat menganggu

pelaksanaan ...




pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai

Direksi.
Angka 15

Cukup jelas.
Angka 16

Ketentuan ini dimaksudkan agar anggota dewan
Komisaris secara sungguh-sungguh memenuhi

fungsinya dalam mengawasi BPR.
Huruf d

Antara lain meliputi bagan organisasi, garis tamggjawab
horizontal dan vertikal, serta jabatan paling réndampai

dengan tingkatan Pejabat Eksekutif.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Contoh penulisan keterangan atas setoran modal lplyea
deposito adalah “Dewan Gubernur Bank Indonesia Sqig.
‘A’ untuk pendirian PT BPR ‘XYZ' .



Huruf h

Dalam hal calon pemegang saham BPR berbentuk badan
hukum, surat pernyataan dibuat dan disampaikan oleh
pengurus yang mempunyai wewenang untuk mewakili

badan hukum yang bersangkutan.

Dalam hal calon pemegang saham BPR adalah Penferinta
Daerah, surat pernyataan dapat digantikan oleht sura

keputusan Kepala Daerah.

Ayat (2)
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Dalam hal tidak terdapat calon Pemegang Saham
Pengendali maka surat pernyataan ditandatangani
oleh calon pemegang saham yang mewakili calon
pemegang saham lain sehingga jumlah kepemilikan
saham paling sedikit mencapai 51% (lima puluh satu
perseratus).
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2 ...



Angka 2

Cukup jelas.
Angka 3

Cukup jelas.
Angka 4

BPR vyang dimiliki Pemerintah Daerah dapat
menyampaikan APBD tahun berjalan yang memuat
anggaran pendirian BPR dimaksud dan telah
disahkan oleh DPRD setempat.

Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6

Dalam hal tidak terdapat badan hukum yang
merupakan calon Pemegang Saham Pengendali maka
surat pernyataan ditandatangani oleh para pengurus
yang mewakili badan hukum tersebut sehingga
jumlah kepemilikan saham paling sedikit mencapai

51% (lima puluh satu perseratus).

Surat pernyataan dari pengurus badan hukum
Pemerintah Daerah dibuat oleh Gubernur, Bupati atau
Walikota.

Angka 7...



Angka 7

Surat pernyataan disampaikan oleh pihak-pihak yang
berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengendalikan
baik secara langsung maupun tidak langsung atas
seluruh kelompok usaha.

Angka 8
Yang dimaksud dengan kelompok usaha adalah:
a. perorangan dan badan hukum;
b. beberapa orang; atau
c. beberapa badan hukum,

yang memiliki keterkaitan kepengurusan,
kepemilikan atau hubungan keuangan.

Angka 9
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan

pemeriksaan dalam rangka meneliti kebenaran dokumen

Hurufb...



Huruf b

Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali berbentuk
badan hukum maka wawancara dilakukan terhadap pengu
badan hukum atau pejabat yang diberikan wewenang
mewakili badan hukum yang bersangkutan.

Dalam hal tidak terdapat calon Pemegang Saham Rdalye
maka wawancara dilakukan terhadap para calon pergega
saham yang secara keseluruhan memiliki saham paling

sedikit mencapai 51% (lima puluh satu perseratus).

Dalam hal BPR merupakan bagian dari kepemilikanusuat

kelompok usaha maka wawancara terhadap calon Pemega

Saham Pengendali dilakukan terhadap pihak-pihakg yan

menurut penilaian Bank Indonesia mengendalikan baik
secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh
kelompok usaha.

Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9...
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Pasal 9

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Hurufd
Cukup jelas.

Huruf e
Contoh penulisan keterangan atas setoran modal |bageat
deposito adalah “Dewan Gubernur Bank Indonesia Sgly. ‘A’
untuk pendirian PT BPR ‘XYZ'.

Huruf f
Dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Dasuaat
pernyataan dapat digantikan oleh surat keputuspaldéaerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan aktiva tetap dan inventaradafdaktiva
berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai aidangun
lebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan opamakidan tidak
dimaksudkan untuk dijual.

Datftar ...
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Daftar aktiva tetap dan inventaris disertai dengarga perolehan.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)

Pelaksanaan kegiatan usaha ditunjukkan oleh tedabpbrasinya

kantor BPR dalam menghimpun atau menyalurkan dana.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 12

Bentuk badan hukum dan kata “Bank Perkreditan Rakgt@au “BPR”
dicantumkan secara jelas, antara lain pada papaa,rep surat, sarana
publikasi yang digunakan, buku tabungan, bilyetodé¢p dan warkat

pembukuan.

Contoh: PT Bank Perkreditan Rakyat XYZ, atau PT B&fZ
Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14...
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Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangarg y
berlaku antara lain ketentuan mengenai merger, kdaso dan
akuisisi BPR dan ketentuan mengenai penilaian kegpuam dan
kepatutanf{t and proper test) BPR.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17...
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Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Dalam rangka memberikan persetujuan Bank Indomaslakukan
penelitian administratif untuk memastikan bahwaagipihak yang
menjadi pengganti atau pemilik baru tidak termasalamh daftar
kredit macet dan tidak sedang dalam masa pengena&si sintuk
dilarang menjadi pengurus BPR, BPRS dan/atau Bamur
sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai ENMIlai

kemampuan dan kepatutdrt énd proper test) BPR.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat ( 6)

Cukup jelas.

Pasal 18....
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Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan perubahan komposisi kepemilddaiah
perubahan persentase kepemilikan saham diantargpparagang
saham lama, tanpa penggantian dan/atau penambamaagéng
Saham Pengendali.
Ayat (2)
Penyampaian risalah Rapat Umum Pemegang Saham afzat R
Anggota dilampiri bukti pelaporan kepada instansangy
berwenang.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Nilai aktiva tetap dan inventaris yang diperhituaugk adalah

sebesar nilai buku.

Pasal 21....
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Pasal 21
Ayat (1)
Dalam hal BPR menerima surat persetujuan perubahggaran
dasar dari instansi yang berwenang melalui Notaaga laporan
perubahan modal dasar dilampiri tanda terima spessetujuan
perubahan dari Notaris.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)....



Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

-16 -

Pengetahuan dan/atau

pengalaman bidang perbankan

ditunjukkan dengan bukti formal mengikuti pendidikatau surat
keterangan mengenai pengalaman di bidang perbankan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hanglka 11 dan
angka 12.

Ayat (3)....
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Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ayat ini adalah bahwa sesgdranya
dapat menjabat sebagai Komisaris paling banyak Badtga)
BPR, pada 1 (satu) BPR dan 2 (dua) BPRS atau pé&daal BPR
dan 1 (satu) BPRS.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)

Rapat dewan Komisaris dibuktikan dengan risalahatragan
dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap pelaksagasndan

tanggung jawab Direksi.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 27

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan adatmditeya benturan
kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekengmibadi
pemilik, anggota Direksi, dewan Komisaris, PejaBasekutif, dan/atau

pihak terkait lainnya.
Pasal 28
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)....
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Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Penilaian meliputi penelitian atas kelengkapan dabenaran
dokumen termasuk informasi mengenai Daftar Tidakusulan
Daftar Kredit Macet.

Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)....



-19 -

Ayat (3)
Sebagai konsekuensi maka:

a. BPR di Provinsi Jawa Barat di luar Kabupaten atatakBogor,
Depok, Bekasi dan Karawang tidak dapat membuka dfant
Cabang di Kabupaten atau Kota Bogor, Depok, Bekasi

Karawang;

b. BPR di Provinsi Banten di luar Kabupaten atau Kidagerang
tidak dapat membuka Kantor Cabang di Kabupaten Ktaa

Tangerang.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1)

Pembukaan Kantor Cabang yang disebabkan oleh meaitger
konsolidasi dilakukan dengan mengacu pada ketentysmy

berlaku mengenai merger, konsolidasi dan akuigtst B
Huruf a

Di dalam rencana kerja disebutkan jumlah Kantor abgb

yang akan dibuka

Hurufb....
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Huruf b

Pemenuhan persyaratan tingkat kesehatan didaspdda
administrasi Bank Indonesia, dengan merujuk padarém

terakhir yang diterima Bank Indonesia.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Teknologi informasi yang memadai termasuk, namdakti

terbatas pada, aplikasi tabungan, deposito dantkred
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Contoh:

Yang dimaksud dengan disetujui Bank Indonesia &darn

operasional Kantor Cabang.

Apabila permohonan pembukaan 1 (satu) Kantor Calpattn
bulan Februari 2007 disetujui oleh Bank Indoneszlg bulan
April 2007 maka permohonan pembukaan 1 (satu) Ka@#&bang
berikutnya dapat diajukan paling cepat pada buléir2007.

Pasal 33 ....
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Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36

Ayat (1)

Pemberlakuan persetujuan prinsip dimaksudkan ag& Bemiliki
waktu untuk mempersiapkan sarana dan prasaranadyaerukan

untuk melakukan kegiatan operasional Kantor Cabang.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)....
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Ayat (3)

Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakugameriksaan

dalam rangka meneliti kesiapan operasional Kan&tra@g.

Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Ayat (1)
Kantor induk dapat berupa kantor pusat atau Kabé&rang.
Ayat (2)
Pemenuhan persyaratan tingkat kesehatan didasapauha
administrasi Bank Indonesia, dengan merujuk paparén terakhir
yang diterima Bank Indonesia.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Ayat (1)
Tidak termasuk dalam pengertian Kegiatan Kas di Lkantor
adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka praomuodak
bersifat permanen dan tidak melakukan kegiatan kas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)....
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Ayat (3)

Dalam kerjasama ini BPR tidak bertindak sebagai gateg

langsung dari jaringan bersama ATM.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Dalam hal BPR bertindak sebagai penerbit kartu Anika
tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang berlakugenai alat

pembayaran dengan menggunakan kartu.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45....
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Pasal 45
Ayat (1)

Pemindahan alamat kantor BPR dalam satu wilayah patea

atau Kota tidak membutuhkan persetujuan prinsip.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48

Bukti kesiapan kantor antara lain termasuk suraizipan dari instansi

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undganggberlaku.
Pasal 49
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan surat kabar harian lokal adalsat kabar

yang mempunyai peredaran di wilayah kedudukan BPR.

Papan pengumuman diletakkan pada tempat yang mditibht

dan dibaca.

Ayat (2) ....
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Ayat (2)
Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakyt@meriksaan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ....
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Ayat (3)
Persetujuan Bank Indonesia diberikan dalam bergpkitusan.
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan surat kabar harian lokal adalsat kabar
yang mempunyai peredaran di wilayah kedudukan BPR.

Papan pengumuman diletakkan pada tempat yang mditibht
dan dibaca.

Ayat (5)

Bukti pengumuman berupa guntingan surat kabar yaegwuat
pengumuman atau fotokopi pengumuman yang ditemipkhrdor

BPR.
Pasal 53
Ayat (1)
Peraturan perundang-undangan yang berlaku antardJralang-
Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undamgnte
Perkoperasian dan Undang-Undang tentang Perus&izasaah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)....
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Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Huruf a

Terhadap calon Pemegang Saham, penelitian atas
kelengkapan dan kebenaran dokumen termasuk informas
mengenai Daftar Tidak Lulus dan Daftar Kredit Macet

Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ....
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Ayat (3)

Terhadap calon Pemegang Saham, penelitian atasgkaelgan dan
kebenaran dokumen termasuk informasi mengenai Daftak

Lulus dan Daftar Kredit Macet.

Pasal 56
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pelaksanaan pengalihan seluruh hak dan kewajiban
dibuktikan dengan akta berita acara pengalihan yang
dinotariilkan
Ayat (2)

Persetujuan Bank Indonesia diberikan dalam bergpkitusan.

Yang dimaksud dengan surat kabar harian lokal adalsat kabar

yang mempunyai peredaran di wilayah kedudukan BPR.

Papan pengumuman diletakkan pada tempat yang mditibht

dan dibaca.

Ayat (3) ....
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Ayat (3)

Bukti pengumuman berupa guntingan surat kabar yaegwuat

pengumuman atau fotokopi pengumuman yang ditempkhrdor

BPR.
Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan surat kabar harian lokal adalsat kabar
yang mempunyai peredaran di wilayah kedudukan BPR.
Papan pengumuman diletakkan pada tempat yang mditibht
dan dibaca.

Ayat (5)

Bukti pengumuman berupa guntingan surat kabar yaegwuat
pengumuman atau fotokopi pengumuman yang ditempkhrdor
BPR.

Pasal 58 ....
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Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan surat kabar harian lokal adalsat kabar
yang mempunyai peredaran di wilayah kedudukan BPR.
Papan pengumuman diletakkan pada tempat yang mditibht
dan dibaca.
Ayat (3)
Bukti pengumuman berupa guntingan surat kabar yaegwuat
pengumuman atau fotokopi pengumuman yang ditemipkdrttor
BPR.
Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4) ....
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Ayat (4)

Yang dimaksud dengan surat kabar harian lokal adalsat kabar

yang mempunyai peredaran di wilayah kedudukan BPR.

Papan pengumuman diletakkan pada tempat yang mditibht

dan dibaca.
Ayat (5)

Bukti pengumuman berupa guntingan surat kabar yaegwuat
pengumuman atau fotokopi pengumuman yang ditemplkhrdor
BPR.

Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61

Termasuk dalam pengertian menyampaikan laporan aladal
menyampaikan bukti-bukti pengumuman sebagaimandurdidalam

Peraturan Bank Indonesia ini.
Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63....
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Pasal 63
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan larangan penyediaan dana dalah
larangan pemberian kredit kepada debitur baru, ntaa
menempatkan dana dan/atau memperpanjang penemgaten

antar bank.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69....
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Pasal 69
Ayat (1)
Dalam rangka mendukung pemenuhan persyaratan niasidbr,
Bank Indonesia mendorong BPR untuk melakukan merger
konsolidasi atau akuisisi.
Ayat (2)
Permintaan pengesahan atau pelaporan/permintaaretyjessn
dibuktikan oleh dokumen tertulis dari Kepala Daeradpada
DPRD, bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daegah datri
Direksi kepada instansi berwenang, bagi BPR bedkehukum
Perseroran Terbatas atau Koperasi.
Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)....
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Ayat (4)

Rapat anggota dewan Komisaris dengan Direksi dikarkidengan
risalah rapat dan dimaksudkan sebagai pengawasdradép

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 71

Cukup jelas.
Pasal 72

Cukup jelas.
Pasal 73

Cukup jelas.
Pasal 74

Cukup jelas.
Pasal 75

Cukup jelas.
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